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Membaca : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/079/BAKD
Tahun 2008 tentang pedoman penyusunan kebijakan akuntansi
pemerintah daerah;

Menimbang : a bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan adalah merupakan
acuan untuk menyusun Kebijakan Akuntansi Pemerintah
Daerah;

b bahwa agar pelaksanaan Kebijakan Akuntansi Pemerintah
Daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku
dan untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah,
perlu dilakukan perubahan kedua atas Peraturan Bupati
Lima Puluh Kota Nomor 8 Tahun 2009 tentang Kebijakan
Akuntansi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan dengan
Peraturan Bupati.

Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 nomor 25);

2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Kolusi
Korupsi Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indoensia
Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Npmor 3851);

3 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indoensia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);



5 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
dan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

6 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

7 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

9 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4090);

10 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4575);

11 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4574);

12 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahhan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

14 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);



Memperhatikan

,pv

Menetapkan

15 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2005
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

18 Peraturan daerah kabupaten lima puluh kota Nomor 1 tahun
2008 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah
(lembaran daerah tahun 2008 nomor 1 );

Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2012 atas Sistem
Pengendalian Intern

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS

PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 8 TAHUN

2009 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH

DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Pasall

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lima Puluh Kota
Nomor 8 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah
Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten
Lima Puluh Kota Tahun 2009 Nomor 8) diubah sebagai berikut:

Ketentuan angka III huruf C pada lampiran ditambah 2 (dua)
angka yaitu angka 8 dan angka 9, sehingga selanjutnya berbunyi
sebagai berikut:

C. ASET

Pengukuran/penilaian aset:

8. Investasi non permanen;

• Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang
dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

• Investasi non permanen lainnya dalam bentuk dana bergulir
merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan
digulirkan kepada masyarakat yang bertujuan meningkatkan
ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.

• Investasi non permanen dalam bentuk dana bergulir dinilai
sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (Net Realizable
Value).

• Penyisihan investasi non permanen dana bergulir yang
kemungkinan tidak tertagih diprediksi berdasarkan



pengalaman masa lalu dengan melakukan analisa terhadap
saldo-saldo investasi non permanen dana bergulir yang masih
beredar (outstanding).

Penyisihan investasi non permanen dana bergulir
diperhitungkan dan dibukukan dalam periode yang sama

dengan periode timbulnya investasi non permanen dana
bergulir.

Penyisihan investasi non permanen dana bergulir yang tidak

tertagih dilakukan berdasarkan umur investasi non permanen

dana bergulir dimulai sejak jatuh tempo.

Besarnya persentase penyisiha ninvestasi non permanen dana

bergulir yang tidak tertagih adalah sebagai berikut :

No Uraian PersentasePenyisihanBerdasarkanUmur

1 s/d 3

Tahun

>3 s/d 5

Tahun

>5 s/d 10

Tahun

>10

Tahun

1. Investasi Non

Permanen Dana

Bergulir

25% 50% 75% 100%

• Penyisihan investasi non permanen dana bergulir di neraca
disajikan sebagai unsure pengurang dari investasi non
permanen dana bergulir yang bersangkutan.

9. Ketentuan pada angka 8 (delapan) tersebut diatas merupakan
salah satu acuan untuk pedoman penyusunan Laporan Keuangan

Daerah dan berlaku sejak tahun 2013.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Lima Puluh Kota.

u) JNDANGKAN DI : SAwixywfc
PADA TANGGAL :..S#....0*tf^....&&

SEKRETARIS DAERAH
K.ABUPATEJsULIMA F1UL.UM KOTA

uA

Ditetapkan di Sarilamak
Padatanggal ty Jawaw Pct^

/ dBUPAsfl LIMA PULUH KOTA If

NlP V

BERITA DAERAH KA

TAHUN:.... QAlk

MAS, SE. MM
2 198503 1017

ATEN LIMA PULUH KOTA
.NOMOR: *f,

\ ALIS MARAJO

LAH

&

TELAH1DITELITI
Y>\*b


